.~ BUPATIKAPUAS HULU
‘. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN2016

TENTANG

" PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU"
'NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

a. bahwa dengan berlakunya UndangéUndang
. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

-Undang—Undang Nomor . 6 Tahun 2014
... ‘tentang Desa,” maka setlap Peraturan

Daerah yang mengatur tentang Desa harus
mengacu pada Undang-Undang Nomeor 6

-~ Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan -

 Pemerintah Nomor 43 Tahuni 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang :

‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

." ‘bahwa Peraturan" ‘Daerah - Kabu';'_)'aten .

Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang
~ Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten
 Kapuas Hulu sudah tldak “sesuai, lagl
s sehmgga perlu dicabut; - :



c. bahwa  berdasarkan pemmbangan
- . sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan =

. huruf b, perlu. membentuk Peraturan -
~Daerah tentang Pencabutan - Peraturan =
-7 Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 o
- Tahun 2009 tentang Badan Usaha M].hk

._--Pasa_l 18 aYat_(G).. -_Un(_iang'; UndangDasar .

Negara Republik Indonesia Tahun-- 1945; o

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959. e

tentang Penetapan ' Undang-Undang

" -Darurat Nomor 3 Tahun: 1953 tentang-' S
- “Pembentukan .~ Daerah ngkat SIodi

- Kalimantan (Lembaran Nega.ra Repubhk o

" Indonesia Tahun 1953 Nomor 9} sebagai
~ Undang-Undang .~ (Lembaran. Negara .

" Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, .

‘Tambahan Lembaran - Negara - Repubhk R

~ Indonesia Nomor 1820), | o

3. Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk"

B Indonesia ~ Tahun . 2014 Nomor 7, ..
" Tambahan Lembaran - Negara Repubhk :
 .Indonesia Nomor 5495],- e :

'..".-'Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014
. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran -

" ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2014 . P
. Nomor 244, Tambahan' Lembaran Negara

Republik  Indonesia = Nomor . 5587)

o sebagaimana telah dlubah beberapa kali - h
- _terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 ...
 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua "

Atas Undang-Undang Nomor . 23" Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
" {Lembaran Negara - R'epu_b__lik' Indonesia

_ Tahun 2015 Nomor 58, -Tambahan
 Lembaran ~ Negara Repubhk Indonesm o
- Nomor 5679), . :

’ "Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun:-._"_‘. -
2014 tentang Peraturan’ Pelaksanaan AU
B Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014' e



- _,tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk
"~ " Indonesia Tahun 2014  Nomor 123,
. ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 5539) sebagannana telah’
_ diubah dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang © - Peraturan -
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
- Tabun 2014 tentang Desa (Iembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717); =

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

: Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

" Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

 Pengurusan dan  Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; - -

VIDengan Persetujuan Bersamar L
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN_

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU. .
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BADAN USAHA ..
MILIK DESA.

Pasal 1

_ .' | Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009
. tentang Badan Usaha Milik ‘Desa (Lembaran Daerah Kabupaten :

| - Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 7), d1cabut dan dinyatakan tidak'

o :"_"berlaku



:PENJELASAN-'
e - ATAS L
- _ : PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
| | NOMOR 18 TAHUN 2016 '
 TENTANG -

' PENCABUTAN PERA'I‘URAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

UMUM | {; | | oA |
Undanngndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta

: Peraturan Pemerintah . Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan -
L Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa o
- sebagaimana telah dlubah dengan- Peraturan Pemermtah Nomor. -

.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah -

' Nomor 43. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

-~ Undang . Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan--

- ‘Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransnngraSI -
ShER .'_Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendman,_ Pengurusan dan' . . - o
. Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa membawa

perubahan =~ cukup signifikan terhadap pengaturan mengena:l'
badan usaha rml]k desa.

Dengan terbltnya Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 IR
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun B
2014 tentang Desa sebagaimana telah d1ubah dengan Peraturan B

:"Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

'ﬁ';__ '_Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun.2014 tentang Peraturan;
. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor_.__ﬁ Tahun 2014 tentang Desa, .
-~ 'dan’Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, -

-~ dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

.."Z.'i'_."Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha

o Milik - Desa maka setiap produk hukurn daerah yang mengatur ;
°_tentang ‘badan usaha milik desa- harus berpedoman pada

'-Iperaturan perundang—undangan tersebut ' b :

o - Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang ..
o seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
e penyertaan secara langsung yang berasal dari. kekayaan Desa .
" yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha = -
" lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa... . .
'-:'_':'_'Pendman badan usaha milik desa dimaksudkan sebagal upaya -
}':menampung ‘seluruh’ kegzatan di bxdang ckonorm dan/atau -
* pelayanan urnum yang dlkelola oleh Desa dan/atau keljasama__i'_--___ R
antar Desa S P

) 5:_ :



Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pél"éﬁiféﬂ Daérah;
S 'Kabupaten Kapuas-Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan
SR Usaha Milik Desa perlu dicabut dan dmyataka_n tldak berlaku.

R PASAL DEMI PASAL

| ".-'-'.:-,Pasal 1 o
| o Cukup Jelas

o -_-_-_Pasal 9 :
L Cukup jelas

| TAMBAHAN 'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
C ,-NOMOR 54



v

Pasai 2 .

e .Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan S

-Agar setlap orang mengetahulnya, memenntahkan pengundangan _
s -:_-Peraturan Daerah. ini. dengan penempatannya dalam I.cmbaran
T Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. : ' '

_Dltetapka.n d1 Putusmbau

| -pada tanggal 20 November 2016‘ s

BUPATI KAPUAS HULU

& D1undangkan d1 PUtu.'ssibail : |
~pada tanggal 29 November 2016

L SEKRETARISDAERAKAPUAS HULU,

o MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
g NOMOR 8 :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

o PROVINSI KALIMANTAN BARAT (18)/(2016)




